PROVINSI SULAWESI THRGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR |4 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Fasal L6 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentaag Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Dacrah (RKPD)
Kabupaten Bombana Tahun 2018 memiat arah
kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen
Pemerintah Kabupaten Bombana untuk moemberikan
kepastian kebijakan dalam melaksanakan pemrbengunan
Daerah yang berkesinambungan,;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemrbangunan
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018&;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Irdonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarin Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200% tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara d. Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Leémbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339); !/L



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenteng Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 21);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang; Penatean
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencena
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201] tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 MNormor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimaria telah
diubah beberapa kali dengan Undang-Uncang No.9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior
58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarann Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunen Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor

21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia h

Nomor 4817);
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Menetapkan

11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tehun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tehun 2011
tentang perubahan kedua atas Peraturar Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tehun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggare Nomor 7
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunen Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawes 7Tenggara
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provins. Sulawesi
Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016, tentang Pembentukan susunan Peranglal Daerah
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten
Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMEANA TAHUN
2018.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah <abupaten
Bombana atau sebutan lain Rencana Kerja Pernerintah
Daerah Kabupaten Bombana, yang selanjutnra disebut
RKPD Kabupaten Bombana Tahun 201&, adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2018 yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan beraknir pada
tanggal 31 Desember 2018.

(2) Sistematika Rencana Kerja Pembangunar. Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2018 sebaga:meana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:



3)

(2)

(1)

(2)

a. BABI tentang Pendahuluan;

BAB II tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD

Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penye enggarean

Pemerintahan;

c. BABIII tentang Rancangan Kerangka Fkoncom:. Daerah
dan Kebijakan Keuangan Daerah;

d. BAB IV tentang Prioritas dan Sasaran Pen bangunan
Daerah;

e. BAB V tentang Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah; dan

f. BAB VI tentang Penutup.

o

Uraian RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2018 secara
lengkap sebagaimana tertuang dalam Lampiran yeng
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak tcrpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2018 rmerupakan
dokumen perencanaan teahunan yang memua’ kerangka
ekonomi daerah, program prioritas dan ndikasi
pendanaan pembangunan pada tahun 2018.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah <abupaten
Bombana Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi:

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangksat Daerah (SKPD)
dalam menyusun Rencana Kerja Satian Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2018;

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bormb:na dalam
menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Semertara (KUA
dan PPAS) Kabupaten Bombana Tahun 201&; dan

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam
menyusun Rancangan Peraturan Daerail tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerai (RAPBD)
Kabupaten Bombana Tahun 201 8.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Bombana menggunalian RKPD
Kabupaten Bombana Tahun 2018 sebagai bahan
pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (kUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2017 dengan Dewan Perwakilan Rakya. Daerah
Kabupaten Bombana.

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD rmeinggunakan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan 11
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(1)

(2)

(3)

(1)

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bombena
Tahun 2018 dalam melakukan pembahasar Rencena
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
RKA-SKPD Tahun 2018 dengan Dewan Perwaki an Rakyat
Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 4

Bupati melakukan pengendalian dan evaluas terhadap
RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2018.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olch Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupater Eombena
untuk menjamin bahwa Rencana Kerja Pen bangunan
Daerah telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundang indangan,
telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan,
program  pembangunan  daerah, Rencana  Kerja
Pemerintah Tahun 2018, dan program strategis nasional.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaks.d peada
ayat (2) meliputi pengendalian perumusan kebijakan,
pengendalian pelaksanaan, dan evaluas: hasil RKPD
Kabupaten Bombana Tahun 2018.

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2018 dapat

dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan  perkembangan  keadaan,
meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pcendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunean, rencana
program dan kegiatan prioritas Daerah,;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggiren lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan;

c. keadaan darurat dan keadaan luuw  biesa
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Ferundang-
undangan; dan/atau

d. pergeseran kegiatan antar SKPD. perghapusan
kegiatan, penambahan kegiatann  bani/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubalian lokasi
dan kelompok sasaran kegiatan



(2) Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2018
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapka1 dengan
Peraturan Bupati.

(3) Untuk menjaga konsistensi antara perencanian dan
penganggaran, perubahan RKPD Kabupaten 3ombara
Tahun 2017 menjadi landasan penyusurian pcrubahan
KUA dan perubahan PPAS Tahun 2018 untuk nwenyusun
perubahan APBD Tahun 2018.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangge! diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemr petannyva
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 2| (/| 2017

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj.SITTI SALEHA

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal 2! MEI 2017
SEKR RIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR ..... 2




